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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam skripsi ini dimulai dengan menjelaskan
bagaimana omnibus law sebagai metode yang di gunakan dalam pembentukan
hukum, kemudian menerangkan bagaimana proses pembentukan Undang-Undang
Cipta Kerja perspektif siyasah tasyri’iyyah dan membahas bagaimana politik
hukum pada pembentukan Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang
digunakan adalah menggunakan data hukum primer yang bersumber pada
dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiyah, dokumen-dokumen yang berkaitan,
buku-buku, skripsi tesis dan disertasi, majalah, media cetak maupun media online,
arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, dan berbagai macam jenis referensi
yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: Pembentukan peraturan
perundang-undangan dengan mengunakan metode omnibus law memiliki
beberapa manfaat dan kekurangan. Selain itu pembentukan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di anggap adanya kecacatan, baik
secara formil maupun materiil. Karena dalam prosesnya yang berlangsung sangat
cepat, tertutup dan minimnya partisipasi masyarakat. Sehingga jika dilihat dalam
perspektif Siyasah Tasyri’iyyah sebagaimana yang terdapat dalam kaidah—kaidah
seperti: Pertama, meniadakan Kepicikan dan Kesempitan. Kedua, Berangsur-
angsur dalam menetapkan hukum. Ketiga, Sejalan dengan kemaslahatan manusia.
jika kaidah-kaidah tersebut diabaikan baik didalam proses, metode, isi materi, dan
tahap pengundangan sehingga menjadi produk hukum yang berlaku, maka produk
hukum vyang dihasilakan dapat dikatakan sebagai produk hukum belum
mencerminkan nilai-nilai  Islam. Begitupun jika dilihat dari politik hukum,
konfigurasi politik pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja
cenderung otoriter maka produk hukum yang dihasilakan bisa dikatakan ortodok.

Kata Kunci : Cipta Kerja, Omnibus Law, Siyasah Tasyri’iyyah, Politik
Hukum.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan
! Alif di Ian-:L)iii;kan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< s’ 3 s (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ Kh K dan h
b Dal D De
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
B} Ra’ R Er
) Za’ Z Zet
B Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o° Séad S Es (dengan titik di bawah)
o° Dad d De (dengan titik di bawah)
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b T4’
b 78
'd ‘Ain
i Gain
S Fa’
d Qaf
g Kaf
J Lam
¢ Mim
o Niin
9 Wawu
2 Ha’

s Hamzah
¢ Ya’

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas
Ge
Ef
Qi
Ka

‘el
cm
en
W
Ha

Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata




1. Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya.

LS~ Ditulis hikmah
& Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h

9@53’\ %‘}? Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan harakat fathasz, kasrakz dan dammah
ditulis t

° 2

)h.éj\ 5\8 Ditulis Zakat al-figr

Vokal Pendek

— fathah Ditulis A
—_— Kasrah Ditulis I
- dammah Ditulis U

Vokal Panjang

fathah+alif _

1 Ditulis A
“'34'9\'? Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ ] - -
2 B fl/ mati Ditulis A
WEses Ditulis Tansa
Ditulis I
3 Kasrah+ya’ Mati

Ditulis Karim



s

dammah+wawu mati

4 ) Ditulis U
S92 Ditulis furid
F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati Ditulis Ai
1 } ~ 0,
] Ditulis bainakum
, fathah+wawu mati Ditulis Au
Jad Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
dengan tanda apostrof (‘)

1 {;‘i/ﬁ A B
o~ Ditulis a’antum
od ° 7 o 1 - -
2 € Jg.z 5 Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

oT5all Ditulis Al-Qur’an
AT Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan
huruf | (el)-nya.

“ JLedi “ Ditulis

as-Sama H

Xi



H 41 H Ditulis

as-Syams H

I.  Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan
(EYD). Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat kata-kata dalam rangkaian
kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furiid

Bl Jal Ditulis ahl as-Sunnah

J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunkan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Sholih.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) bukan negara
kekuasaan (machstaat). Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah
bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berada di Indonesia
haruslah didasarkan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah
satu manifestasi hukum di Indonesia ialah undang-undang. Undang-undang adalah
sebuah dasar legislasi bagi seluruh elemen negara, khususnya dalam
penyelenggaraan dan pengengelolan ketatanegaran suatu negara.

Dikarenakan peranan negara dalam membuat dan menetapkan hukum
yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka idealnya setiap undang-
undang yang diberlakukan di Indonesia harus mencerminkan cita hukum
(rechtsidee) dan cita negara (staatsidee) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
itu sendiri. Sementara cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia secara tersirat
tertuang didalam nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar
filsafat hukum Indonesia secara langsung mengarahkan hukum untuk
mewujudkan suatu keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai
kesatuan suatu kesejahteraan baik materiil maupun spiritual yang merata dalam
keseimbangan yang proposional.

Kenyataanya, produk hukum perundang-undangan di Indonesia saat ini
terkesan jauh dari cita hukum negara Indonesia tersebut, sebaliknya tidak jarang
peraturan perundang-undangan menimbulkan kerancuan dan ketidak selarasan
dalam kehidupan masyarakat dari sisi pembentukan hukum, persoalan ini juga
disebabkan karena masih belum maksimalnya pemahaman mengenai teori dan
teknik pembentukan perundang-undangan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat
cangkupan ilmu perundang-undangan yang begitu luas.

Sebagaimana dikatakan Burkhardt Krems yang menyebutkan bahwa ilmu
pengetahuan perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu
yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang
secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :'

1) Teori perundang-undangan (gesetzgebungstheorie), yang berorientasi pada
mencari kejelasan dan kejernian makna atau pengertian, dan bersifat kognitif;

2) llmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada
melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan,
dan bersifat normative.

' Maria Farida Indarti Soeprapto, llmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan
Pembentukanya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), him. 2-3.
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llmu perundang-undangan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :2
a. Proses perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren).
Metode Perundang-undangan (Gesetzgebungsmethode).
Teknik Perundang-Undangan (Gesetzgebungstechnik).
Islam juga mengatur dalam menentukan kebijakan hukum yaitu adanya

Figh Siyasah yang mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam
masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-
kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim
khususnya, dan warga lain umumnya, dalam kajian Figh Siyasah terdapat istilah
al-Sulthah al-Tasyriiyyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan
menetapkan hukum. Dalam wacana fikih, istilah ini digunakan untuk menunjukan
salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam mengatur masalah kenegaraan.

Sementara itu politik hukum didalam suatu negara merupakan salah satu
unsur terpenting dalam menentukan suatu arah kebijakan yang diberlakukan pada
seluruh masyarakat atau umat yang berada disuatu wilayah tertentu. Adapun
tujuan dari pada politik hukum itu sendiri untuk menciptakan sebuah system
hukum yang dikehendaki oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Pengesahan undang-undang ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.
Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,
secara resmi telah menandatangani undang-undang tersebut sehingga Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah resmi diberlakukan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja yang telah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat dikarenakan dalam
proses pembentukannya diluar daripada pembentukan peraturan perundang-
undangan pada umumnya yaitu dengan menggunakan metode omnibus law.
Omnibus law adalah teknik perancangan yang menggabungkan beberapa
perundang-undangan dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan
aksesbilitas peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk yang sama
dengan undang-undang.> Dalam bahasa Antoni Putra, omnibus law merupakan
undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencaut banyak undang-
undang.*

Z1bid, him. 5.

3 Unair News, “Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks”, dalam
http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-yang-
lebihkompleks/, di akses 12 januari 2021.

4 Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 17 No 1, (Maret 2020).
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Maka tidak heran jika para ahli hukum memberikan kritik terhadapnya.
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril
memberikan kritikan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja memiliki kecacatan, baik secara formil maupun
materiil. Karena dalam prosesnyayang berlangsung sangat cepat, tertutup dan
minimnya partisipasi masyarakat.’> Lebih lanjut Oce Madril menyatakan bahwa
Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja lebih cenderung mengarah pada
sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang pada
ketentuan diskresi bahkan mengarah hingga korupsi.®

Sementara analisi yang dilakukan oleh para ahli hukum yang tergabung
didalam Fakultas Hukum UGM memberikan kritik terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut. Setidaknya terdapat empat
permasalahan yang menjadi titik permasalahan dalam undang-undang tersebut,
yaitu: pertama, mulai dari rancangan undang-undang cipta kerja memiliki
permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis,
paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan. Kedua,
menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna
mewujudkan pembangunan tim berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan
prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ketiga, persoalan
over-regulated dan over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait
pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja
mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan
hyper-regulated yang kompleks. Keempat, proses penyusunan legislasi yang
menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-
hati dan partisipatif. Oleh karena itu tim merekomendasikan bahwa rancangan
undang-undang cipta kerja perlu disusun ulang dengan melibatkan berbagai unsur
masyarakat terkait.’

Melihat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja yang mengalami reaksi protes di kalangan masyarakat yang
melakukan aksi demonstrasi terkait undang-undang cipta kerja di beberapa
wilayah penjuru Indonesia® menandakan bahwa produk hukum undang-undang
yang dihasilkan dari badan legeslatif sangatlah jauh dari apa yang diharapkan
rakyat. Aksi demonstrasi yang dimotori oleh seluruh elemen gerakan dari

3 https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-
muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=all, di akses 10 November 2021
¢ 1bid.,

7 Sigit Riyanto, dkk, Catatan Kritis Terhadap Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020, him. 3.

SUnjuk Rasa Undang-Undang CiptaKerja,
https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk rasa_Undang-Undang_Cipta Kerja, di akses 10 November
2021.
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kalangan Mahasiswa, Kaum Intelektual, Akademisi, Buruh serta elemen
masyarakat lainnya yang turut andil menyuarakan aspirasinya sebagai akibat
penolakan terhadap pengesahan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja yang dinilai memiliki dampak buruk terhadap pertumbuhan bangsa
Indonesia.” Sementara jika melihat Amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara
Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur, yang merata, baik materil maupun spirituil yang sejalan dengan tujuan
amanah konstitusi.

Guna menjadikan penelitian ini agar supaya lebih fokus, maka penulisan
skripsi ini, penulis membatasi objek kajian yang hendak dijadikan penelitian
dalam skripsi ini sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pandangan siyasah tasyri’iyyah terhadap pembentukan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat diatas dengan judul
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tetang Cipta Kerja dalam perspekti
siyasah tasyri’iyyah”, maka tujuan dari pada dilakukaknnya penelitian ini
guna memahami dan menjelaskan tentang pembentukan suatu undang-undang
dalam sistem hukum nasional dan perspektif hukum Islam dengan menjadikan
siyasah tasyri’iyyah sebagai pisau analis terkait dengan proses pembentukan
undang-undang.
2. Kegunaan Penelitian
a. Manfaat Teoritis
2) Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfat untuk
dijadikan sebagai bahan refersnsi dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan perspektif siyasah
tasyri’iyyah.

°Buruh dan Mahasiswa Bergerak Kepung Istana, Demo Omnibus Law,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110063732-20-567867/ buruh dan mahasiswa
bergerak kepung istana demo omnibus law, di akses tanggal 11 November 2021.
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3) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan demokrasi
akan pula dipengaruhi bagaimana demokratisasinya proses legeslasi,
fungsi legeslasi yang sehat, serta akan menghasilkan demokrasi yang
sehat.

4) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi
dalam menjawab permasalahan-permasalahan dan bermanfaat tidak
saja bagi para mahasiswa dan atau praktisi, maupun akademisi sebagai
sumber rujukan.

b. Manfaat Praktis

1) Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat
dalam dunia hukum.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi informasu
bagi pada kalangan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

3) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan
serta pengalaman bagi penulis dan juga dapat diaplikasikan dalam
kehidupan dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelitian dari beberapa kajian yang berkaitan dengan
tema Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif
siyasah tasyri’iyyah, setidaknya penulis menemukan beberapa refrensi yang patut
dijadikan sebagai rujukan didalam penulisan skripsi ini mulai dari jurnal ilmiah,
skripsi, tesis, desertasi, buku, media online maupun cetak dan lainnya.

Pertama. Buku karya Oman Fathurrahman, Figh Usul Figh (Yogyakarta:
Lembaga Studi Filsafat Islam. Di dalam buku ini di sebutkan bahwa dalam kaidah-
kaidah Siyasah Tasyri’iyyah Islam mengenal asas-asas yang harus dipatuhi dalam
proses pembuatan regulasi maupun kebijakan. Berikut ini adalah asas-asas Tasyri’
Islamiy yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini:!'
Pertama. Meniadakan Kepicikan dan Kesempitan. Kedua, Berangsur-angsur
dalam Menetapkan Hukum. Ketiga, Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia.

Kedua. Jurnal karya Shanti Dwi Kartika “Politik Hukum RUU Cipta
Kerja!!. didalam jurnal tersebut dikatakan bahwa sebelum dilakukan sebuah
pembahasan sebuah undang-undang cipta kerja DPR harus melakukan pemetaan

10 Oman Fathurrahman, Figh Usul Figh (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam,
1994), him. 13-20.

" Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum RUU Cipta Kerja”, Jurnal Hukum Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum, Vol. 8:4 (Febuari 2020).
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peraturan perundang-undangan (legal mapping), mendapatkan dukungan
masyarakat (people endorsement) dan dukungan politik (political endorsment)
sebelum ada persetujuan hukum (legal approval) antara DPR dengan Presiden
agar hukum yang dihasilkan lebih aspiratif dan berkarakter progresif.

Ketiga. Jurnal karya Osgar Sahim Matompo “Konsep Omnibuslaw dan
Permasalahan RUU Cipta Kerja”'?. Di dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa
konsep omnibuslaw memiliki karateristik yang mampu mengubah dan menghapus
beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek.
Dalam hal ini pemerintah berupaya menerapkan praktik omnibus law tetapi tidak
diimbangi sengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik
yang telah terjadi selama ini.

Kempat. Tesis karya Abdul Wahab dengan judul, “Politik Hukum
Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ’/?. Hasil dari penelitian yang di tulis
sebagai tugas akhir Progam Magister IImu Hukum di Universitas Indonesia
menyebutkan didalam penelitiannya bahwa pembentukan undang-undang harus
efektif serta dapat merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dengan
mendengarkan aspirasi atau suara dari rakyat sehingga dapat menghasilakn
produk hukum yang dicita-citakan.

Kelima. Skripsi karya Abdul Muklis dengan judul “Hierarki TAP MPR
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Perundang-
undangan Tinjauan Siyvasah Syar’iyyah”.”* Hasil dari penelitian ini dikatakan
bahwa peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat oleh
pemerintah untuk kemaslahatan umat manusia dan di akhirat serta mencegah
adanya keburukan dengan menegakkan hukum yang seadil-adlnya sesuai dengan
Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Keenam. Buku karya Mahfud MD yang berjudul “Politik Hukum di
Indonesia ”/°. Didalam bukunya disebutkan bahwa konfigurasi politik determinan
terhadap produk yang dihasilkan. Mahfud MD, Juga menyatakan bahwa
Konfigurasi politik yang demokratis merupakan salah satu karakter yang
membuka secara lebar kesempatan bagi rakyat untuk dapat ikut dalam proses

12 Osgar Sahim Matompo, “Konsep Omnibuslaw dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”,
Jurnal llmu Hukum Rechstaat, Vol.5:1 (Oktober 2020).

13 Abdul Wahab, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, Tesis
Universitas Indonesia Jakarta (2012).

14 Abdul Muklis, “Hierarki TAP MPR Menuru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Peraturan Perundang-undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi Fakultas Syaria’ah
dan Huum Universitas Islam Neferi Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

15 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
6



pembentukan undang-undang sehingga para legeslator dapat menampung seluruh
kehendak rakyat dalam pembentukan undnag-undang tersebut.

Ketujuh. Jurnal dengan judul “Al-Sulthah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-
Tanfiziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha’iyyah”/®. Hasil daripada penelitian ini
menunjukan bahwa Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model
yaitu: Al-Sulthah Al-Tasyri’iyyah, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. Al-Sulthah Al-Tanfiziyyah adalah kekuasaan
untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah
pemerintahan. Sedangkan Al-Sulthah Al-Qadha’iyyah adalah kekuasaan yang
mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal
memantau jalannya perundang- undangan oleh penegak hukum. Tiga model
kekuasaan itu bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada
satu orang penguasa (penguasa otoriter).

Kedelapan. Jurnal karya Saifudin judul “Proses Pembentukan UU: Studi
Tentanng Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU”.!7 Hasil dari
penelitian tersebut dikatakan bahwa proses pembentukan undang-undang di era
reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat kelembagaan DPR,
aspek kepentigan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU.
Kedua, partisipasi maysrakat dalam proses pemberntukan undang-undang dapat
diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bentuk, cara, materi, penyerapan, dan
tahapan dalam pembentukan undang-undang. Dan yang ketiga adalah
pembentukan undang-undang di era reformasi telah membuka akses publik dan
melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat.

Kesembilan. Jurnal karya Abdul Ghani Abdullah“Pengantar Memahami
Undang-Undang Tentang Pembentukan Peratuaran Perundang-undangan”.’®
Hasil penelitian ini disebutkan bahwa terdapat beberapa titik kelemahan dalam
UU P3 yang mungkin akan menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan
penggunanya. Berbagai permasalahan yang muncul dalam rangka pemahaman UU
P3 seperti diuraikan dalam makalah ini sama sekali bukan merupakan alasan
untuk tidak menaati ketentuan yang terdapat di dalamnya. Justeru berbagai titik-
titik lemah itu membuka peluang bagi para analis ilmu perundang-undangan untuk

16 La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi lyyah, Al-Sul Ah Al-Qa
A’iyyah”, Jurnal Tahkim, Vol. XI1I: 1, (Juni, 2017).

17 Saifudin, “Proses Pembentukan UU: Studi Tentanng Partisipasi Masyarakat dalam
Pembentukan UU”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.16: Edisi Khusus, (Oktober 2009).

18 Abdul Ghani Abdullah, “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan
Peratuaran Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1:2, (Mei 2004).
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melahirkan berbagai karya akademis guna menggantikan berbagai tulisan
sebelumnya.

E. Kerangka Teori
1. Siydsah Tasyri’iyyah

Di dalam kajian ilmu figh siyasah memiliki beragam kompleksitas didalam
pembahasannya. Guna mempermudah penelitian skripsi ini maka penulis hanya
menggunkan sebagian dari objek kajian yang terdapat didalam kajian figh siyasah
tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah objek kajian yang dijadikan dalam
menganalisa penulisan skripsi yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dengan menggnakan perspektif Siyasah
Tasyri’iyyah.

Dalam wacana figh siyasah, istilah al-sulthah al-zasyri’iyyah adalah
digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah
Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.'” Dalam konteks ini, kekuasaan
legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan
hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan
ketentuanyang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain
dalam al-sulthah al-tasyri’iyyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah
untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat
Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan
kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang
terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang
dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga
eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.*

Di dalam kaidah-kaidah Siyasah Tasyri’iyyah 1slam mengenal asas-asas
yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan regulasi maupun kebijakan. Berikut
ini adalah asas-asas Tasyri’ Islamiy yang akan digunakan sebagai pisau analisis
dalam penelitian ini:?' Pertama, Meniadakan Kepicikan dan Kesempitan. Kedua.
Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum. Ketiga, Sejalan dengan
Kemaslahatan Manusia

1 Muhammad Igbal, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Gaya Media Persada, 2011), him. 62.

20 Ibnu Taymiyyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah: Fi Islahi Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah
(Libanon: Da r al-Ma’rifah: 1969), hlm.127.

2l Oman Fathurrahman, Figh Usul Figh (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam,
1994), him. 13-20.



2. Politik Hukum

Secara epistimologi istiah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah
hukum belanda rechtspolitiek, yang merupaka bentukan dari dua kata recht dan
politiek. Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum, sedangkan kata
politiek didalamnya terkandung pula arti beleid, yang biasanya diterjemahkan
sebagai kebijaksanaan atau kebijakan (policy).??

Banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh
para ahli didalam berbagai jenis literatur. Dari sekian banyaknya yang
mendefinisikan mengenai politik hukum setidaknya substansi dari pengertian itu
dapat diambil kesamaan vyaitu adalah “legal policy”. Padmo Wahjono
mengatakan bahwa politik hukum merupakan seuatu kebijakan yang mendasar
dasar guna menentukan arah, bentuk, maupun substansi hukum yang hendak
dibentuk. Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi
tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan
penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan Kkriteria untuk menghukumkan
sesuatu yang di dalamnya mencakpu pembentukan, penerapan, dan penegakan
hukum.

Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih
dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum
tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa
pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem; 2)
cara-cara seperti apa dan cara yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai
dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana
hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan
untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara
untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.>

Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda arti politik hukum adalah
sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam
pemberlakukuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan
hukum dengan karakter hukum tertentu.?* Dari beberapa definisi yang diuraikan
diatas tersebut dapat diambil benang merah politik hukum itu adalah arahan atau
garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan
hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.

22 Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan :Dinamika dan Refleksinya Dalam
Produk Hukum Otonomi Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 1.

23 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Jakarta: Citra Aditya, 1991), him. 352-353.

24 Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi
Politik terhadap Karakter Produk Hukum, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001), him. 5.
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Dengan pengertian tersebut, Mahfud MD didalam bukunya “Membangun
Politik Hukum, Menagakkan Kontitusi”, mengatakan bahwa pembahasan terkait
politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional
mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:>> Pertama, tujuan negara
atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai organisasi politik hukum,
termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik
hukum. Kedua, sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, perencanaan dan kerangka
pikir dalam perumusan kebijakan hukum. Keempat, isi hukum nasional dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kelima, pemagaran hukum dengan
prolegnas dan judicial review, legeslative riview, dan lainnya.

Secara sederhana guna mempermudah proses identifikasi apakah dalam
undang-undang Cipta Kerja ini menggunakan konsep demokratis atau otoriter.
Maka perlu dilakukan identifikasi berdasarkan tiga indikator yaitu sistem
kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers,
sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses
pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan
hukum. Berdasarkan indikator-indikator itu maka secara sederhana penulis akan
jelaskan di dalam skripsi ini terkait dengan judul di atas yang telah di uraikan di
dalam dua rumusan masalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan
menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/ atau jawaban yang tidak
sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab
segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat,
berketerandalan, dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang
ada.?®
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan
(library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Kemudian daripada itu selanjutnya dilakukan identifikasi persoalan terkait dengan
pembentukan suatu perturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis
dengan menggunakan perspektif siydsah tasyri’iyyah. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, naskah, website dan
artikel terkait.

25 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), him. 16.

26 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981), him. 43.
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dilakukan
dengan mengumpulkan data-data, kemudian disusunnya dengan cara
dideskripsikan, mengklasifikasikan dengan menggambarkan, menguraikan data
yang diperlukan kemudian menganalisisnya yang berkaitan dengan pembentukan
undang-undang dengan menggunakan perspektif siydsah tasyri’iyyah.
3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis
dengan menjadikan fokus penelitian ini terhadap Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif siyasah tasyri’iyyah.
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitia ini
menggunakan teknik telaah literatur dari buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan
website yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang dalam pespektif
siyasah tasyri’iyyah.
5. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun
sumber-sumber penelitian itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: bahan-
bahan hukum primer, bahan-bahan hukum dan sekunder.

a. Bahan hukum primer.

1) Al-Qur’an

2) Al-Hadist

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan
Pembuatan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku
hukum, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, jurnal hukum, artikel
hukum, dan tulisan lain yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisa Data
Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif.
Penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data yabg bersifat umum

kemudian ditata dan diolah untuk menjadikan kesimpulan secara khusus yang
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bertujuan agar memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan
yang hendak diteliti. Berpijak pada teori yang digunakan sebagai pijakan awal,
kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data sebagai fakta-fakta yang
berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang bersumber dari undang-
undang, teori hukum, dogma hukum, dan lain sebagainya yang kemudian dikaji
dengan menggunakan perspektif siyasah tasyri’iyyah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif
Siyasah Tasyri’iyyah” yang tersusun atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup,
dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara sistematis. Adapun sistematika
penulisan penelitian yang hendak disajikan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, didalam bab ini diuraikan latar
belakang masalah sebagai titik awal masalah yang ada dalam penelitian skripsi
ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kegunaan penulisan dalam
skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teori sebagai pisau
analisis yang tumbuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah
ada, kemudian metodologi penelitian serta penulisan skripsi ini diakhiri dengan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang landasan teori yang dibagi menjadi dua teori yaitu:
Pertama, teori siyasah tasyri’iyyah. Kedua, teori politik hukum. Kedua teori ini
yang nantinya akan digunakan dalam menganalisa secara mendalam terkait
pembahasan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Didalam bab kedua ini merupakan penjabaran lebih lanjut terkait dengan kerangka
teori yang sudah dijelaskan diawal yaitu teori siyasah tasyri’iyyah dan teori
politik hukum sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja. Dimana didalam sub bab akan dijelaskan mengenai latar
belakang pembentukan undang-undang cipta kerja, konsep omnibus law, dan
pembentukan peraturan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia.

Bab keempat, menjelaskan anlisis data terkait Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Didalam bab ini akan disajikan pembahaan
mengenai analisis politik hukum pembentukan undang-undang cipta kerja dan
bagaimana hukum Islam melihat bagaimana proses pembentukan undang-undang
cipta kerja. Sehingga pada akhirnya akan memberikan solusi yang diberikan oleh
penuis dilihat dari perspektif ilmu Syari’ah terkait problematika pembentukan
peraturan perundang-undang di Indonesia saat sekarang.
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Bab kelima, penutup, Penulis akan memaparkan kesimpulan yang akan di
ambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan, yang
telah dirumuskan selai itu penulis juga memuat saran-saran.

13



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dalam pandangan hukum Islam dalam persepktif siyasah
tasyri’iyyah adalah lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti,
pertama, meniadakan kepicikan dan kesempitan. Penetapan syari’at Islam tetap
memperhatikan kondisi atau keadaan masyarakat agar aturan-aturan yang
diturunkan tidak menyulitkan manusia. Artinya bahwa hukum Islam bukanlah
hukum yang membawa kesulitan bagi umat manusia, melainkan ketentuan-
ketentuan yang dibebankan didalamnya dapat dengan mudah dilaksanakan oleh
manusia. Kedua, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Artinya, syari’at Islam
ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu ketentuan-ketentuan
yang ada di dalamnya sesuai dengan kemaslahatan manusia sendiri. Pada
prinsipnya, hukum Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang memang
benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia, sebagaimana Islam tidak
membolehkan sesuatu yang membahayakan manusia. Ketika kesemua prinsip-
prinsip didalam ajaran Islam tersebut diabaikan baik didalam proses, metode, isi
materi, dan tahap pengundangan menjadi produk hukum yang berlaku, maka
produk hukum tersebut dapat dikatakan sebagai produk hukum yang bertentangan
dengan ajaran Islam.

Dalam pandangan politik hukum dalam menganalisis Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi bagian dalam skripsi ini
penulis berpijak pada asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga
hukum merupakan produk politik. Kemudian politik yang demokratis akan
melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter
akan melahirkan hukum yang ortodok atau konservatif. Maka dalam penelitian
skripsi ini penulis berpendapat bahwa konfigurasi politik pada pembentukan
undang-undang cipta kerja ini cenderung otoriter sehingga dapat dikategorikan
kedalam bagian produk hukum yang memiliki karakteristik yang
konservatif/ortodoks.

B. Saran

Melihat realita yang demikian maka Penulis melalui karya ilmiyah berupa
skripsi ini memberikan rekomendasi untuk segera memperbaiki subsansi dalam
undang-undang a quo. Perbaikan substansi dapat dilakukan melalai keterlibatan
semua pihak baik datang dari kalangan eksekutif (executive review) dan/atau dari
kalangan legislatif (legislative review) sebagai wujud pertanggungjawban.
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